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S U R A B A Y A

Di dalam masa; pembangunan seperti sekarang ini para 

penguaaha sudah begitu maju di dalam gerak langkahnya. Waktu 

yatng tersedia betulrbetul digunakan secara efektif dan 

efesien. Begitu pula di dalam penggunaan alat pembayaran. 

Pada umumnya mereka/para pengu&aha lebih suka menggunakan 

alat pembayaran yang berupa warkat bank dari pada mengguna- 

kan Liang tunai. Yanc} dimaksud *.;urat disini adalah warkat— 

warkat bank misalnya wesel., cheque, bilyet giro dan lain- 

lainnya.

Dari perkembaftgan kebutuhan pembayaran dengan curat 

berhar*ga, bentuk warkat bilyet girolah yang tidak diatur di 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya dii>ing- 

k at KUHD).

Faktor yang penting d^lam dunia usaha tersebut baik 

langsung maupun tidak langwung adalah menyangkut masalah 

permodalan atau penyjediaan dana yang be.rupa Liang. Penyediaan 

dana tersebut dap4t digunakan dalam bentuk perkr^di t4\n, 

inveatasi modal stfrta penyimpanan uang juga sebagai alat 

pembayaran utang.

Dalam p*s^al fO (a) Undang Und<anq Nomor 13 Tahun 1768 

tentang Bank Sentral Indonesia di^ebutkan bahwa Bank Sentral
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(Bank Indonesia) dalam ketentuan pokoknya bertugas membina 

bidang lalulintas pembayaran giral ialah : "memperluas, 

momperlancar dan mengatur lalulintas* pembayaran giral dan 

menyelenggarakan clearing antar bank".* Tentang alat bayar 

giral ini setelah terproses sebelumnya dengan berpijak pada 

landasan hukum ters&but, dikoluarkan Surat Edaran Direksi 

Bank Indonesia tanggal 24 Januari 1972 Nomor 4/670/UPPB/PbB 

yang isinya ditujukun pada suluruh Bank Umum dan Bank Pem­

bangunan di Indonesia, menghendaki penggunaan bilyet giro 

dalam lalulintas pembayaran giral.

Disebutkan unpur yang barns dipenuhi pada gilyet

giro :

1. Nama sbilyet giro" dan nomor seri '
2. Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan 

sejumlah dana atas bebfin saldo penarik;
3. Nama dan tempat bank tertarik, kepada siapa perintah 

termaksud ditujukan \
4. Nama pihak yfang harus menerima pemindahbukuan dana 

secara adminisjtratif termaksud dan bila dianggap perlu 
juga alamatnya;

5. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka 
maupun huruf;

6. Tandatangan penarik dan cap/stempol badan usahn jika 
si pcnarit mefupakan <»uatu perusahaan borbentuk badan 
usaha;

7. Tempat dan tartggal pen«irikan;
8. Tanggal mul&i efektif berlakunya amanat/purintah 

dalambily-'t. giro;
?. Nama bank dim&na pihak yang haru*,» menerima dana pomm-’ 

dah-bukuan tersebut memt?lihara rekening sepanjang nama

^undang-undang nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sen­
tral .
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si penerima diketahui oloh penarik.^

Dalam Konsidefan Surat Edaran tersebut kemudian

didefinisikan bilyet giro sebagai berikut s
" ..... surat perintah nasabah yang telah distandartdis-
ir bentuknya, kepada penyxmpan dana untuk memindahbuku- 
kan sejumlah dan^ darirekening yang bersangkutan kepada 
pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang 
sama atau pada bfcnk lainnya. Dengan demikian pembayaran 
dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai 
dan tidak dapat tiipindahtangankan melalui endosement.^’

"Giro bilyet merupakan surat yang berisikan suatu 

perintah dari seseorfing (penarik) kepada orang lain (terta­

rik), dalam hal ini seorang bankir, untuk memindahbukukan 

dan dari rekening penarik kepada rekening pembawa surat 

tersebut.4

Jadi bilyet gpiro adalah curat perintah pemindahbukuan 

sejumlah dana, dimana pemindahbukuan tersebut berfungsi 

Kebagai pembayaran. Dleh karena itu bilyet giro adalah alat 

pembayaran. Rekening nasabah disebut rekening giro. Bilyet 

giro juga merupakan surat perintah nasabah yang telah 

diotandardisir bentuknya kepada bank. Selanjutnya bank 

rekening penerima yang disebutkan namanya, pada bank yang

^Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. .Ih8 
4/670/UPPB/PBB, 24 Januari 19/2.

^Heru Supraptomo, Mac-alAh Peraturan dan Fenaaturan 
Cr»k. Serta bilyet ^lro di Indonesia. Airlangga Uni vwrr.ity
Pruss, Surabaya, 1979, hal. 107

^Djoko Slamgt, A. Oemar Wongsodiwirjo dan Damzari 
Boentoro, Penaertiarj Tentang Hukum Daoang Khusus Surat Bf?r 
harqa Perihal Chttduq dan Gi rt» Bilyp%, Surabaya, 1984.
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